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MOTTO 
 
  ۚ  ِِفَاطْيَّشلا ِِتاَُوطُخ اوُعِبَّتَػت َِلَك انبَِّيط ِنلَلََح ِِضْرَْلْا ِِف اوُلُكاَّمِ ُِساَّنلا اَهُّػَيأ َاي 
ِهيِبُم  ِكُدَع ِْمُكَل ُِهَّنِإ 
 
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa  
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
 langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya  
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 
 
(Q.S. Al-Baqarah ayat 168) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ؼ Fa F Ef 
ؽ Qaf Q Ki 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
x 
 
ك Wau W We 
ق Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
م Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(   ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ل...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ك...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. حِوؿ  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
م...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أم...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
ك...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. ؿوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿافطلْاِةضكر Rauḍah al-aṭfāl 
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. ؿّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ؿا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. ؿلَلجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
xiv 
 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. فكذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ؿوسرلإِدحمِِامك Wa mā Muammadun illā rasūl 
2. يلماعلاِبرِللهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ِولهِللهاِفإكيقزارلايرخ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
2. فازيلماكِليكلاِاوفكأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Krisnawati Ayu Prabandewi, NIM: 15.21.1.1.248, “Pemberian Label 
Halal Pada Produk Roti Kemasan Tanpa Sertifikasi Halal” (Studi Kasus Di 
Roti Erou, Pule, Jatipurno, Kabupaten Wonogiri). 
Kesadaran produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya adalah 
keharusan, hal ini dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah umat Islam. 
Berdasarkan inilah memunculkan praktik-praktik penggunaan label halal palsu tanpa 
prosedur yang disyaratkan. Dalam artian, bahwa produk yang beredar memiliki label 
halal, tetapi tidak memiliki sertifikat halal sehingga menyesatkan konsumen yang 
membeli produk produsen tersebut. 
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah 
sebagai berikut: apa faktor yang melatarbelakangi pencantuman label halal pada produk 
Roti Erou tanpa sertifikasi halal MUI dan apa saja bentuk sanksi terhadap pemberian 
label halal yang dilakukan secara ilegal. 
Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research) 
yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan oleh peneliti. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa ucapan 
atau tulisan dan perilaku orang- orang yang diamati. Dalam penelitian ini, data 
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh nelalui wawancara dengan 
pemilik Roti Erou dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan-
tulisan yang berkaitan dengan judul yang dibahas. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyebab pelaku usaha 
mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal yaitu kurangnya pemahaman 
pelaku usaha terhadap tata cara mendaftarkan sertifikasi halal, pelaku usaha 
beranggapan bahwa produk yang dihasilkannya merupakan produk halal dan 
pelaku usaha terkendala oleh biaya. Pemberian label halal tanpa sertifikasi halal 
dapat diberi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
Pasal 60 dan Pasal 61 tentang Pelindungan Konsumen, Undang-Undang No. 33 
Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 1 tentang Jaminan Produk Halal 
dan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 
 
 Kata Kunci : Halal, Label Halal, Sertifikasi Halal 
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ABSTRACT 
 
Krisnawati Ayu Prabandewi, NIM: 15.21.1.1.248, "Giving Halal Labels 
on Packaged Bread Products Without Halal Certification" (Case Study in 
Roti Erou, Pule, Jatipurno, Wonogiri Regency). 
The awareness of producers to put halal labels on their products is a must, 
this is because the majority of Indonesia's population is Muslim. Based on this, 
the practices of using fake halal labels are generated without the required 
procedures. In the sense, that the product in circulation has a halal label, but does 
not have a halal certificate, thus misleading consumers who buy the product of the 
manufacturer. 
The purpose of this study was to answer the problem formulation as 
follows: what are the factors behind the inclusion of halal labels on Roti Erou 
products without MUI halal certification and what are the forms of sanctions 
against the illegal halal labeling. 
This type of research is a field research (Field Research) that is research 
conducted directly in the field by researchers. The approach used in this study is a 
qualitative approach that is a research procedure that produces descriptive data in 
the form of speech or writing and the behavior of the people observed. In this 
study, the data used are primary data obtained through interviews with the owner 
of Roti Erou and secondary data obtained from books and writings relating to the 
titles discussed. 
The results of the study concluded that the cause of business actors 
including halal labels without halal certification was the lack of understanding of 
business actors regarding the procedures for registering halal certification, 
business operators assumed that the products they produced were halal products 
and business actors were constrained by costs. Giving a halal label without halal 
certification can be sanctioned as regulated in Law No. 8 of 1999 Article 60 and 
Article 61 concerning Consumer Protection, Law No. 33 of 2014 Article 26 
paragraph 2 and Article 27 paragraph 1 concerning Guarantees of Halal Products 
and PP No. 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertisements. 
 
 
 Keywords: Halal, Halal Mark, Halal Certification 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 
dewasa ini berdampak meningkatnya peredaran produk makanan dan 
minuman baik lokal maupun impor di masyarakat. Produk makanan dan 
minuman yang beredar di masyarakat belum tentu memberi rasa aman, 
nyaman, tenteram dan layak dikonsumsi oleh konsumen muslim, karena 
syariat Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan 
dan minuman yang halal sesuai syariat Islam.1 
Berbeda pada masa lampau pengolahan pangan masih sederhana dan juga 
komunikasi konsumen pada produsen masih bisa dilaksanakan secara 
langsung. Seiring dengan perkembangan teknologi, bahan tambahan, termasuk 
bahan pewarna, tidak bisa dipisahkan dari makanan dan minuman olahan. 
Mulai dari pengadaan bahan baku dan bahan tambahan, proses pengolahan, 
pengemasan, distribusi pengangkutan, dan penjualan. Akibatnya, akses 
komunikasi konsumen pada produsen menjadi jauh dan untuk mengetahui 
kehalalan suatu produk pangan menjadi sulit. Ditambah lagi di satu sisi 
produsen hendak memperoleh laba sebesar-besarnya di tengah ketatnya
                                                             
1 Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan 
dan Kepastian ukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” Jurnal Hukum, (Jakarta) Vol. 7 Nomor 2, hlm. 
160. 
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persaingan usaha, di sisi lain konsumen menginginkan produk bermutu 
dengan harga yang terjangkau.2 
Semakin banyak produk makanan dan minuman yang beredar di 
masyarakat patutlah diwaspadai, karena tidak semua produk menggunakan 
bahan yang halal. Secara umum halal yaitu perkara atau perbuatan yang 
dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan oleh syariat Islam. Sedangkan haram 
yaitu perkara atau perbuatan yang harus atau tidak dibolehkan oleh syariat 
Islam.3 
Islam memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan mana saja 
yang termasuk halal dan mana saja yang haram. Dalam masalah makanan 
misalnya, pada dasarnya Islam menghalalkan semua jenis makanan dan 
minuman yang baik dan bergizi dan mengharamkan semua jenis makanan dan 
minuman yang menjijikan.4 
Jaminan Produk Halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik 
berkembang pesat. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan 
yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, 
untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu 
kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan, seperti pengetahuan di bidang 
                                                             
2 Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” 
Jurnal Dinamika Hukum, (Palembang) Vol. 14 Nomor 2, Mei 2014, hlm. 228. 
3 Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia, (Depok: PT Rajagrafindo 
Persada, 2018), hlm. 12. 
4 Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai 
Upaya Perlidungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” Amwaluna, (Bandung) Vol. 1 Nomor 1, 
Januari 2017, hlm. 152. 
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pangan, kimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang 
syariat.5 
Terkait dengan keselamatan konsumen Muslim, baik secara akidah, 
rohaniah maupun jasmaniah, dalam mengkonsumsi produk makanan sangat 
bergantung pada informasi produk makanan tersebut. Maka informasi yang 
menyesatkan kosumen Muslim tentang kehalalalan produk makanan akan 
merusak keselamatan akidah, rohaniah, dan jasmaniah konsumen Muslim 
tersebut.6 
Hal ini pulalah yang mengharuskan produk makanan memiliki label, 
untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi 
umat Islam, karena sesungguhnya antara halal dan haram harus jelas. Produk 
makanan juga harus memiliki kepastian hukum apakah produk makanan 
tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam.7 
Label halal menjadi salah satu kriteria yang sangat penting yang dapat 
digunakan untuk membedakan sehingga juga bertujuan untuk membantu 
konsumen terutama konsumen muslim untuk mengevaluasi produk dan 
meyakinkan mereka akan kualitas produk tersebut. Seperti yang kita ketahui 
bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia sangat besar. Banyaknya 
                                                             
5 Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan 
dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” Jurnal Hukum, (Jakarta) Vol. 7 Nomor 2, 
hlm. 161. 
6 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 
hlm. 115. 
7 Ibid.  
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penduduk muslim di Indonesia tentu membawa pengaruh yang besar bagi 
budaya yang berkembang di Indonesia.8 
Bagi konsumen, label halal memiliki beberapa fungsi, Pertama, 
terlindunginya konsumen muslim dari mengkonsumsi pangan, obat-obatan 
dan kosmetika yang tidak halal; kedua, secara kejiwaan perasaan hati dan 
batin konsumen akan tenang; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari 
keterpurukan akibat produk haram; dan keempat, akan memberikan kepastian 
dan perlindungan hukum.9 
Pengetahuan konsumen Muslim menengah ke atas terhadap produk halal 
lebih banyak dibandingkan dengan konsumen Muslim menengah ke bawah. 
Misalnya, pengetahuan mengenai produk halal. Ada masyarakat yang hanya 
mengetahui sebatas makanan dan minuman yang mereka konsumsi, 
sebagaimana pengetahuan konsumen menengah ke bawah, namun ada yang 
sudah memiliki pengetahuan yang detail mengenai produk halal. Pengetahuan 
mengenai label halal juga beragam, ada yang hanya “tahu” mengenai label 
halal, namun tidak mengetahui label halal yang seperti apa yang sah dan 
dibuat oleh lembaga berwenang. Namun, ada yang mengetahui secara detail 
tentang label halal yang asli dan dibuat oleh lembaga berwenang membuat 
label halal seperti MUI. Lebih lanjut pengetahuan mereka tentang 
                                                             
8Shilachul Alfinul Alim, “Pengaruh Persepsi Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap 
Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim,” Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), (Malang) Vol. 
62 Nomor 1, 2018, hlm. 128. 
9Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” Jurnal 
Dinamika Hukum, (Palembang) Vol. 14 Nomor 2, 2014, hlm. 230. 
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perlindungan konsumen dan Jaminan Halal, sebagian besar mengetahui 
meskipun hanya sebatas “ mengetahui” saja.10 
Label dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label 
dan Iklan Pangan, adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk 
gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada 
pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian 
kemasan pangan.11 
Banyak ditemukannya produk makanan kemasan yang beredar di 
masyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan 
kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu 
juga produk yang ada logo halalnya belum tentu juga halal, karena tidak 
tertutup kemungkinan produknya tidak halal. 
Kesadaran produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya 
adalah keharusan, hal ini dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia 
adalah umat Islam. Berdasarkan inilah memunculkan praktik-praktik 
penggunaan label halal palsu tanpa prosedur yang disyaratkan. Dalam artian, 
bahwa produk yang beredar memiliki label halal, namun tidak memiliki 
sertifikat halal untuk menyesatkan konsumen agar membeli produk produsen 
tersebut.12 
                                                             
10Triana Sofiani, “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk 
Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol. 2 Nomor 
2, 2017, hlm. 165. 
11Ibid., hlm. 113. 
12Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 
hlm. 123. 
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal (UU JPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa 
mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha 
hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana 
terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, 
maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir.13 
Pemberlakuan UU JPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) 
mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang 
konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UU JPH 
memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan 
memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat 
informasi produk halal kepada konsumen.14 
Dapat diketahui bahwa pabrik Roti Erou merupakan produsen yang 
memproduksi roti dalam jumlah yang banyak. Produk makanan dalam bentuk 
kemasan tersebut sudah beredar dipasaran dan memiliki pelanggan tetap. Roti 
ini biasa dititipkan di warung-warung yang sudah menjadi langganan, bahkan 
ada konsumen yang mengambil langsung di tempat produksi dan selain itu 
pelaku usaha juga sering menerima pesanan roti untuk acara-acara tertentu. 
Pabrik roti ini memiliki pendapatan kurang lebih Rp. 5.000.000 tiap bulan.  
Meskipun begitu produk roti tersebut belum bersertifikat halal. Bahkan pelaku 
                                                             
13 May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia, 
(Jakarta) Vol. 14 Nomor 01, hlm 101. 
14 Ibid.  
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menggunakan tanda halal tanpa adanya pemeriksaan dari lembaga penetapan 
produk halal.15 
Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa semua jenis 
produk barang maupun makanan harus memiliki sertifikat halal. Pada faktanya 
tidak semua produk makanan kemasan yang beredar di masyarakat memiliki 
sertifikat halal, bahkan ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan sertifikasi 
halal sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini juga dilakukan 
oleh pelaku usaha industri rumah tangga yang berada di Pule, Jatipurno, 
Wonogiri. Pelaku usaha mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat 
halal. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk 
meneliti lebih lanjut mengenai penyebab suatu produk makanan kemasan yang 
beredar luas di masyarakat sudah mencantumkan label halal tetapi belum 
bersertifikat halal. Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil judul 
sebagai berikut “Pemberian Label Halal Pada Produk Roti Kemasan Tanpa 
Sertifikasi Halal (Studi Kasus Di Roti Erou, Pule, Jatipurno, Kabupaten 
Wonogiri)”. 
 
 
 
 
 
                                                             
15Kadi, Pelaku Usaha, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2019. 
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B. RumusanMasalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu:   
1. Apa faktor yang melatarbelakangi pencantuman label halal pada produk 
Roti Erou tanpa sertifikasi halal MUI ?  
2. Apa saja bentuk sanksi terhadap pemberian label halal yang dilakukan 
secara ilegal ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
yaitu: 
1. Untuk mengetahui penyebab pencantuman label halal pada produk Roti 
Erou tanpa sertifikasi MUI. 
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pemberian label halal yang dilakukan 
secara ilegal. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian 
inidiharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang 
teoritismaupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang 
diharapkansesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut : 
 
 
9 
 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah 
pengetahuan bagi masyarakat Islam khususnya dalam aspek sertfikasi 
halal. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan 
informasi yang lebih jelas tentang sertifikasi halal pada produk makanan 
bagi pembaca dan masyarakat. 
 
E. Kerangka Teori 
Dari Judul yang penulis ambil maka kerangka teori yang dapat 
dipaparkan seperti berikut: 
1. Makanan Halal dalam Islam 
Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau 
bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang 
menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu 
dan bahan penolong lainnya yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan 
hukum agama Islam.16 
Produk makanan halal adalah produk yang memenuhi syarat 
kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain : 
a. Tidak megandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 
                                                             
16Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai 
Upaya Perlidungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” Amwaluna, (Bandung) Vol. 1 Nomor 1, 
Januari 2017, hlm. 150. 
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b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan 
yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran. 
c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut 
tata cara syariat Islam. 
d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, 
tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi 
dan/atau  barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi 
dan/atau barang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan 
dengan tata cara syariat Islam. 
e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar 
(minuman beralkohol).17 
Maka, secara umum makanan dan minuman yang haram terdiri dari 
binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai berikut: 
a. Binatang: bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan 
nama selain Allah. Hewan yang dihalalkan akan berubah statusnya 
menjadi haram apabila mati karena tercekik, tebentur, jatuh tertanduk, 
diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, kecuali 
ikan dan belalang boleh dikonsumsi tanpa disembelih. Binatang dan 
burung buas yang memiliki cakar dan hewan yang hidup di dua jenis 
alam seperti kodok, penyu, buaya. 
b. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan boleh dimakan 
kecuali yang mendatangkan bahaya atau memabukkan. 
                                                             
17Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 
hlm. 111. 
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c. Semua jenis minuman adalah halal kecuali minuman yang 
memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda 
najis, baik sedikit maupun banyak.18 
Menurut Syariat Islam, Landasan hukum makanan / produk halal 
sesuai Syariat Islam antara lain terdapat dalam : 
a. QS. Al-Baqarah: 168  
ۚ    َا َأ يُّ َه ا  َن أسَُ ُ   ُس َ ِهَّأ  أي أا  ََِضُّ أح َي أا أط َ يبأ ي   َلَ   هَّ َِ   ُس ُ  ُو هتا   أَّي ْأَ  أْ 
 ِنَُِّ ُِ  كُاْأع ُي ٌُّأا ُ ِهَنٌ 
Artinya: Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan 
baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu.orang-
orang yang beriman.19 
 
Berdasarkan surat Al Baqarah di atas, Allah memerintahkan kepada 
orang yang beriman untuk memakan makan yang halal dan 
mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang 
disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak 
melampaui batas. Untuk menentukan produk makanan dan minuman yang 
beredar dimasyarakat itu halal,  harus ada logo sertifikat halal yang 
dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasannya.20 
 
 
b. QS An-Nahl: 114 
                                                             
18Ibid., hlm. 112. 
19Kementerian Agama RI, At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan 
Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 25. 
20Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan 
dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” Jurnal Hukum, (Jakarta) Vol. 7 Nomor 2, 
hlm. 163. 
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   ُك هٌَْ ُي ُ َّ يتُ  يَاٌ َِ ه ا  ُأ أَّي َن  اُيٌُّ ًي  أا  ََِضُّ أح َي أا أط ُ ِه ا  ُُ ٌُّأن أ أب  هَّ َِ   ُس ٌُّأ 
 أاُاُِْي أ  
Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah 
diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu 
hanya kepada-Nya saja menyembah.21 
Dengan demikian definisi halal berdasarkan Al-Qur’an dan hadis 
sangat simpel dan jelas. Segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan 
jiwa, maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang 
mendatangkan mudharat (bahaya) bagi kesehatan, badan, akal, dan jiwa, 
hukumnya adalah haram.22 
Indonesia sudah ada Majelis Ulama Indonesia yang memiliki 
Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan (LPOM). Tugas dari LPOM 
adalah mengkaji dan mengawasi makanan dan minuman yang beredar di 
Indonesia, apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Sehingga umat Islam 
akan mendapat ketenangan dalam mengonsumsesi makanan dan minuman. 
2. Label Halal 
a. Label 
Label berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan suatu 
bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang 
produk atau penjualnya.23 
                                                             
21Kementerian Agama RI, At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan 
Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 279. 
22Yusuf Al-Qardhawi, Halal Haram dalam Islam, terj Abu Hana Zulkamain dan 
Abdurrahim Mu’thi, cet. 1, (Jakarta: Akbar, Media Eka Sarana, 2004), hlm. 35. 
23Marius P. Angipora, Dasar-Dasar Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2002), hlm. 192. 
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Tujuan dari label adalah sebagai informasi untuk membantu 
konsumen mengindetifikasi produk makanan yang paling sesuai 
dengan pilihan mereka. Jika konsumen mengetahui identitas suatu 
produk dengan jelas, memungkinkan bagi konsumen untuk memilih 
produk yang disukai, memberikan informasi adalah upaya 
meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan konsumen 
untuk menggunakan hak pilih mereka, karena konsumen membuat 
keputusan berdasarkan informasi yang ada pada label. Jadi label sangat 
membantu konsumen untuk mendapat informasi yag akurat mengenai 
produk tersebut bagi kemanfaatan dan kesejahteraan konsumen.24 
b. Halal 
Secara bahasa, kata halal  berasal dari bahasa Arab yang sudah 
diserap menjadi bahasa Indonesia. Halal berasal dari kata halla yang 
berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, dan lawan kata dari 
haram.25 
Secara umum pengertian halal ialah perkara atau perbuatan yang 
dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan syariat Islam. Sedangkan haram 
ialah perkara atau perbuatan yang harus atau tidak diperbolehkan oleh 
syariat Islam.26 
 
                                                             
24Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” Al-
Qadau, (Makassar) Vol. 4 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 368. 
25 Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal, 
(Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 69. 
26 Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 
2014), hlm. 138. 
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c. Label Halal 
Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis 
sebagaijaminan produk yang halal dengan tulisan Halal dalam huruf 
Arab, huruf lain dankode dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar 
pemeriksaan halal darilembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh 
MUI, fatwa halal dari MUI,sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan 
yang sah bahwa produk yang dimaksudadalah halal dikonsumsi serta 
digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuansyariah.27 
Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk, 
maka secara langsung akan memberikan pengaruh bagi konsumen 
untuk menggunakan produk tersebut. Munculnya rasa aman dan 
nyaman dalam mengkonsumsi produk  akan membuat seseorang 
melakukan keputusan pembelian.28 
3. Sertifikasi Halal 
Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal 
yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah 
fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat 
Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh POM MUI. Sertifikat halal 
ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal 
                                                             
27 Ian Alfian, “Analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan Harga Terhadap Keputusan 
Pembelian di Kota Medan,” At-Tawassuth, (Medan) Vol. 2, Nomor 1, 2017, hlm. 126. 
28 Ibid. 
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pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan 
POM).29 
Bahwa kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di 
Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal 
termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem 
hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan 
kepastian hukum. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen 
dalam hukum Islam.30 
Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata 
“HALAL” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. 
Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang 
dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk 
sertifikasi halal MUI. Sertifikasi halal MUI dikeluarkan oleh MUI 
berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI.31 
Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus 
mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku 
Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkam oleh 
LPPOM MUI. LPPOM MUI mengangkat seorang atau Tim Auditor halal 
Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk 
                                                             
29 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 
2013), hlm. 113. 
30 Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai 
Upaya Perlidungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” Amwaluna, (Bandung) Vol. 1 Nomor 1, 
Januari 2017, hlm. 161. 
31 Ibid. 
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halal. Menanda tangani kesedian untuk diinspeksi secara mendadak tanpa 
pemberitahuan sebelumnnya oleh LPPOM MUI dan membuat laporan 
berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.32 
Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 
29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara 
tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 
Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku 
usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang 
digunakan dan proses pengolahan produk.33 
Bagi Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal ada 
beberapa kewajiban yang harus dilakukan yaitu:  
a. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat 
Sertifikat Halal 
b. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal 
c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, 
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 
antara Produk Halal dan tidak halal 
d. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal 
berakhir 
                                                             
32 Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan 
dan Kepastian ukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” Jurnal Hukum, (Jakarta) Vol. 7 Nomor 2, hlm. 
165. 
33Ibid., hlm. 166. 
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e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.34 
Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan 
oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib 
memperpanjang sertifikat halal paling 3 bulan sebelum masa berlaku 
sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku 
usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat 
difasilitasi oleh pihak lain (Pasal 42).35 
Maka, setiap produsen yang berkeinginan mencantumkan label halal 
pada produknya, harus mengisi formulir melalui Departemen Kesehatan. 
Hal ini tekaitdengan Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, 
Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1996 tentang 
Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan yang menyebutkan 
bahwa pelaksanaan pencantuman label halal lebih lanjut diatur oleh 
Departemen Kesehatan yang didasarkan atas hasil pembahasan bersama 
antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama 
Indonesia.36 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan referensi 
penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian sejenis yang pernah 
                                                             
34Asep Syarifuddin Hidayat - MustolihSiradj, “Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal 
Pada Produk Pangan Industri,” Jurnal Ahkam, (Jakarta) Vol. XV Nomor 2, Juli 2015, hlm. 207. 
35Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan 
dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” Jurnal Hukum, (Jakarta) Vol. 7 Nomor 2, 
hlm. 167. 
36Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 
hlm. 122. 
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dilakukan peneliti sebelumnya yang memiliki pembahasan yang hampir sama. 
Adapun hasil penelitian – penelitian sebelumnya sebagai berikut:  
Skripsi yang ditulis oleh Ricky Prabowo, UIN Raden Intan Lampung, 
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Muamalah Tahun 2014 yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal 
Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi Pada Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia ( 
LPPOM MUI) Provinsi Lampung”.Pada penulisan skripsi ini, penulis 
membahas tentang tata cara prosedur pengajuan sertifikasi halal pada produk 
makanan olahan keripik pisang di LPPOM MUI Provinsi Lampung, Melihat 
masih banyak usaha kecil menengah keripik pisang yang belum mengetahui 
prosedur pengajuan sertifikasi, Seperti yang dilakukan oleh sebagian 
besar(untuk tidak mengatakan seluruhnya) Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) keripik pisang di Bandar Lampung.37 
Skripsi yang ditulis oleh Faridatun Nikmah, UIN Walisongo Semarang, 
Fakultas Syari’ah, Jurusan Muamalah Tahun 2015 yang berjudul “Penetapan 
Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan (Studi di Lembaga 
Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama’ Indonesia 
Jawa Tengah)”.Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang 
prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal oleh Lembaga Pengkajian 
Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama’ Indonesia (MUI). Selain 
itu skripsi ini juga membahas  tentang sosialisasi oleh Lembaga Pengkajian 
                                                             
37Ricky Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal 
Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah UIN 
Raden Intan Lampung, Lampung. 2014. 
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Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) kepada 
produsen yang belum optimal, masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui cara mendapatkan sertifikasi halal.38 
Skripsi yang ditulis oleh Taufiq Rahman, UIN Alauddin Makassar, 
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Tahun 2017 yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di 
Indonesia(Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan 
Kosmetik, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)”.Pada 
penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang sistem Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dalam penerapan sertifikasi halal suatu produk di Indonesia, 
yang dimana dalam penerapan sertifikasi halal tersebut dilakukan untuk 
mengindentifikasi makanan yang halal dan haram menurut syariat agama 
Islam.39 
Berbeda dengan pembahasan skripsi sebelumnya yang membahas 
prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal, dan sistem Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dalam penerapan sertifikasi halal suatu produk di Indonesia, 
penulis di sini akan membahas apa kendala suatu produk belum bersertifikasi 
halal dan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang mencantumkan 
label halal secara ilegal. Penelitian ini lebih di khususkan pada faktor-faktor 
yang melatarbelakangi pelaku usaha roti kemasan tidak melakukan sertifikasi 
halal ke LPPOM-MUI, tetapi pada kemasan roti diberi label halal.  
                                                             
38Faridatun Nikmah, “Penetapan Fatwa Halal Produk Makanan Minuman Olahan”, Skripsi 
tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang. Semarang. 2015. hlm. 87. 
39Taufiq Rahman, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di 
Indonesia”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Peradilan UIN Alauddin Makassar. Makassar. 2017. 
hlm. 43. 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (field reseach), 
yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke pabrik roti Erou 
di Pule, Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer 
maupun data sekunder. 
a. Data Primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data 
langsung. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) 
dengan pemilik Roti Erou di Pule, Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Data-data 
sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berisi 
tentang pemiiran dan analisis yang berkaitan dengan judul yang 
dibahas dalam penelitian. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
a. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Pabrik Roti Erou, Pule, Jatipurno, 
Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. 
b. Waktu Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2019.  
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan beberapa macam yaitu : 
a. Wawancara  
Wawancara atau Interview, yaitu pertemuan antara dua orang untuk 
bertukar informasi dengan cara tanya jawab. Jenis wawancara ini 
adalah wawancara terstruktur dimana pengumpul data telah 
menyiapkan pertanyaan – pertanyaan secara tertulis. Wawancara 
dilakukan penulis ketika melakukan pengumpulan data di Pule, 
Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.40 Dalam penelitian ini 
penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha roti Erou dan 
Sekretaris Umum MUI Kabupaten Wonogiri. 
b. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini dokumen dapat berupa data-data mengenai objek 
penelitian, foto-foto kegiatan dan sebagainya yang dapat menjadi data 
hasil pendukung penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan unit-unit, menyusun ke dalam pola (hubungan antar 
                                                             
40 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 232. 
22 
 
kategori), memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 
orang lain.41 
 
H. Sistematika Penulisan  
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang 
saling berkaitan dengan satu sama lain sebagai berikut : 
Bab I, pendahuluan. Pada bab ini membahas kerangka teori baik secara 
umum maupun teoritis dan penjelasan mengenai metode yang digunakan 
dalam melakukan penelitian. Bab ini secara sistematis berisi tentang: latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Masalah yang akan dibahas adalah mengenai penyebab suatu produk makanan 
belum bersertifikasi halal bahkan menggunakan label halal tanpa melalui 
pemeriksaan. 
Bab kedua, landasan teori, dalam bab ini berisi tentang sertifikasi halal 
yang terdiri dari produk halal, pengertian halal, pengertian makanan halal, 
landasan hukum produk halal berdasarkan syariah Islam, landasan Idiil dan 
Konstitusional, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Serta pengertian 
sertifikat halal, proses, tata cara memperoleh sertifikat halal, penetapan 
kehalalan produk dan masa berlaku sertifikat halal.  
                                                             
41 Ibid., hlm. 368. 
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Bab ketiga, bab ini penulis mencoba menjelaskan dan mendiskripsikan 
mengenai faktor yang melatarbelakangi suatu produk roti kemasan 
mencantumkan label halal tanpa sertifikasi halal. Dalam subbab ini juga 
dibahas tentang gambaran umum pabrik Roti Erou di Jatipurno, Wonogiri 
serta respon MUI terhadap pemberian label halal tanpa sertifikasi halal MUI. 
Bab keempat, merupakan analisis terhadap faktor yang melatarbelakangi 
pencantuman label halal pada produk Roti Erou tanpa sertifikasi MUI dan 
sanksi terhadap pemberian label halal yang dilakukan secara ilegal. 
Bab kelima, penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban 
permasalahan yang dibahas dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak 
yang terkait dengan permasalahan penelitian. 
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BAB II 
KONSEP MAKANAN HALAL, LABELISASI 
 DAN SERTIFIKASI HALAL 
 
A. Konsep Islam Tentang Makanan Halal 
1. Pengertian Makanan Halal  
Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan 
air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 
makanan atau minuman bai konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan 
pangan,  bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses 
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.1 
Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau 
bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang 
menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu 
dan bahan penolong lainnya yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan 
hukum agama Islam.2 
Menurut UU Jaminan Produk Halal, produk halal adalah produk 
yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam dan jaminan produk halal 
adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan 
dengan sertifikat halal. Sedangkan di dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa 
                                                             
1 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 
hlm. 109. 
2 Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai 
Upaya Perlidungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” Amwaluna, (Bandung) Vol. 1 Nomor 1, 
Januari 2017, hlm. 150. 
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makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah, babi, dan 
daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT, 
serta Khamr atau minuman yang memabukkan.3 
2. Dasar Hukum Makanan Halal 
Dalam al-Quran, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi 
makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik. 
Q.S. al Maidah : 88 
  ِِه مُ ُِمِنوُ ِ لَِِّل َِ ْ ُت ِمُ ِاِمق تو ل ِو تهتَ ۚ   طَيتِّبِا  َل ِٰا  ِهّٰ مُ  َِِِّقكِم ُِ    توطِا ُ لِم ِو ِ 
Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang 
Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 
kamu beriman kepada-Nya.4 
 
Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka 
makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. 
Halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara 
memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu 
yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, 
vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak 
mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan.5 
Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. 
Maksud ayat tersebut tidak terbatas pengertiannya hanya pada makanan, 
tetapi juga produk-produk lainnya, seperti kosmetika, obat dan barang 
                                                             
3 Sulhan Abu Fitra, “Makanan Menentukan Kualitas Generasi dan Peradaban”, Jurnal 
Halal, Nomor 113, 2015, hlm. 30.     
4 Kementerian Agama RI, At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan 
Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 122. 
5 Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” Jurnal 
Al-Qadau, (Makassar) Vol. 4 Nomor 2, 2017, hlm. 359. 
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gunaan lainnya yang harus halal. Namun pada zaman sekarang, yang 
diikuti perkembangan teknologi proses pengolahan makanan minuman, 
kosmetika dan obat telah melibatkan proses yang kompleks dan 
mengandung aneka ragam bahan sehingga permasalahan makanan, 
minuman obat kosmetika dan barang gunaan halal menjadi tidak 
seimbang, penetapan kehalalan suatu produk halal tidaklah mudah.6 
3. Syarat dan Kriteria Makanan Halal Menurut Islam 
Tiga kriteria makanan halal, yakni : halal, thayyib, dan bergizi, 
seharusnya terpenuhi dalam memilih makanan. Kriteria halal yang 
ditetapkan oleh LPPOM-MUI bersifat umum dan sangat berkaitan dengan 
persoalan teknis pemeriksaan. Memeriksa suatu makanan, senantiasa 
berdasar pada standar, mulai dari bahan baku yang digunakan, bahan 
tambahan, bahan penolong, proses produksi, dan jenis kemasannya. 
Penelusuran bahan-bahan tersebut tidak sekedar berasal dari babi atau 
bukan, tetapi juga meliputi cara penyembelihan, cara penyimpanan dan 
metode produksi.7 
Yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah : 
a) Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang 
yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak 
disembelih menurut ajaran Islam. 
b) Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut 
ajaran Islam. 
                                                             
6 Ibid. 
7 Mashudi, Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal, 
(Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), hlm. 95. 
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c) Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau 
berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam 
prosesnya, halal penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, halal 
dalam penyajiannya. 
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Halal 
Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 
tentang Standarisasi Fatwa Halal Menetapkan beberapa ketentuan yang 
berkaitan dengan produk halal diantaranya :8 
Pertama : Khamar 
a) Khamar adalah setiap yang memabukan. Baik berupa minuman, 
makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram. 
b) Minuman yang termasu dalam kategori khama adalah minuman yang 
mengandung etanol (C2H50H) minimal 1%. 
c) Minuman yang termasuk khamar adalah najis. 
d) Minuman yang mengandung ethanol dibawah 1% sebagai hasil 
fermentasi yang direkayasa adalah haram, tetapi tidak najis. 
e) Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan 
ethanol minimal 1% termasuk kategori khamar. 
f) Tape dan air tape tidak termasuk khamar, kecuali apabila memabukan. 
 
 
                                                             
8http://css.islamwasathiyah.com/fatwa.php, diakses pada 4 Agustus 2019, pukul 22.30 
27 
 
Kedua : Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka 
a) Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari 
industri khamr adalah suci. 
b) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan 
berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan 
hukumnya: 
1) Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi. 
2) Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi. 
c) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari 
industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram. 
d) Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci. 
e) Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis. 
f) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari 
khamr hukumnya haram. 
g) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari 
khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubahmenjadi 
senyawa baru hukumnya halal dan suci. 
h) Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun 
melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci. 
i) Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci 
sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan 
suci. 
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Ketiga : Pemotongan Hewan 
a) Yang boleh menyembelih hewan adalah orang yang beragama Islam 
dan akil baligh. 
b) Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan: 
1) Membaca “basmalah” saat menyembelih; 
2) Menggunakan alat potong yang tajam; 
3) Memotong sekaligus sampai putus saluran per-
nafasan/tenggorokan (hulqum), saluran makanan (mari’), dan 
kedua urat nadi (wadajain); dan 
4) Pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup. 
c) Pada dasarnya pemingsanan hewan (stunning) hukumnya boleh 
dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah 
di-stunning statusnya masih hidup (hayat mustaqirrah). 
d) Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun 
cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh. 
Keempat : Masalah Penggunaan Nama dan Bahan 
a) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-
simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan 
kebatilan. 
b) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-
simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama 
benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali 
yang telah mentradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-
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unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia 
dan bakpao. 
c) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi 
komponen makanan/minuman yang menimbukan rasa/aroma (flavour) 
benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa 
babi, bacon flavour, dll. 
d) Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan 
nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, 
brandy, beer, dll. 
Kelima : Media Pertumbuhan 
a) Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci 
dan halal adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari 
media pertumbuhan yang najis dan haram adalah haram. 
b) Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan 
bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik 
pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, 
hukumnya haram. 
c) Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses 
memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan 
menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media 
pertumbuhannya, hukumnya haram. 
d) Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus 
ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba. 
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Keenam : Masalah Kodok 
Yang menjadi pertimbangan dalam masalah kodok adalah faktor 
lingkungan. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kodok. 
Jadi, haram membunuh dan memakan kodok. 
Ketujuh : Masalah Lain-lain 
a) Masalah sertifikat halal yang kedaluwarsa: 
1) Untuk daging impor, batasannya adalah per pengapalan (shipment) 
sepanjang tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 
bulan. 
2) Untuk flavour impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun. 
3) Untuk bahan-bahan lainnya baik impor maupun lokal, batasannya 
maksimal 6 bulan. 
b) Masalah lembaga sertifikat halal luar negeri: 
Perlu ada standard akreditasi dalam hal SOP dan fatwanya. Jika 
diragukan kebenarannya, harus diteliti ulang. 
c) Masalah mencuci bekas babi/anjing: 
1) Caranya di-sertu (dicuci dengan air 7x yang salah satunya dengan 
tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang 
sama). 
2) Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk 
babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian. 
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B. Labelisasi Halal 
Labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata Halal pada kemasan 
produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Pencantuman label halal pada 
kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan 
rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikasi halal MUI. Sertifikasi halal MUI 
dikeluarkan oleh MUI bedasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI.9 
Label sebagai informasi berfungsi : pertama, mengubah perilaku 
konsumen terhadap produk, kedua mengakomodasi preferensi konsumen serta 
meningkatkan keamanan pangan (food safety) dan ketiga, sebagai jaminan 
bahwa Negara sedang mempertimbangkan kepentingan konsumen (cunsemur 
interests). Dengan demikian, tujuan dari label adalah sebagai informasi untuk 
membantu konsumen mengindetifikasi produk makanan yang paling sesuai 
dengan pilihan mereka.10 
Label dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label 
dan Iklan Pangan, adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk 
gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada 
pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian 
kemasan pangan.11 
Maka, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang 
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib 
                                                             
9 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 
hlm. 113. 
10 Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” Jurnal 
Al-Qadau, (Makassar) Vol. 4 Nomor 2, 2017, hlm. 367. 
11 Makassar) Vol. 4 Nomor 2, 2017, hlm. 367. 
11 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 
113. 
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mencantumkan label pada, di dalam, dan/atau di kemasan pangan. Label 
dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, 
serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan 
dibaca.12 
Label pangan sekurang-kurangnya memuat keterangan :13 
1. Nama produk. 
2. Daftar bahan yang digunakan. 
3. Berat bersih atau isi bersih. 
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke 
dalam wilayah Indonesia. 
5. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa. 
Adapun label halalyang diakui oleh Indonesiaadalah label halal yang 
dikeluarkan oleh MUI, seperti: 
 
 
 
 
                                                             
12Ibid. 
13Ibid. 
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C. Sertifikasi Halal 
1. Pengertian Sertifikasi Halal 
Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI 
Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, 
obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah 
diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM-MUI. Pemegang otoritas 
menerbitkan sertifikasi produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, 
Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).14 
Bahwa kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di 
Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral,karena sertifikasi halal 
termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem 
hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan 
kepastian hukum. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen 
dalam hukum Islam.15 
Hal ini pulalah yang mengharuskan produk makanan memiliki label, 
untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau haram untuk 
dikonsumsi umat Islam, karena sesungguhnya antara halal dan haram 
                                                             
14 Mashudi, Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk 
Halal, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), hlm. 115. 
15 Panji Adam, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai 
Upaya Perlidungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” Amwaluna, (Bandung) Vol. 1 Nomor 1, 
Januari 2017, hlm. 161. 
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harus jelas. Produk makanan juga harus memiliki kepastian hukum apakah 
produk makanan tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam.16 
Pelaku usaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan halal 
kepada lembaga pemeriksa halal wajib memberikan tembusan kepada 
Departemen Agama, dan diisyaratkan membuat beberapa pernyataan dan 
mempersiapkan sistem jaminan halal, yaitu :17 
a. Membuat pernyataan bahwa pemeriksaan sistem jaminan halal dapat 
dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup produk yang diajukan. 
b. Membuat pernyataan tidak akan menyalahgunakan sertifikat halal. 
c. Membuat pernyataan tidak akan memberikan informasi yang 
menyesatkan atau tidak sah berkaitan dengan sertifikat halal. 
d. Sistem jaminan halal harus didokumentasikan secara jelas dan perinci 
serta merupakan bagian kebijakan manajemen perusahaan. 
e. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam 
bentuk paduan halal, yang berfungsi sebagai rujukan tetap dalam 
melaksanakan dan  memelihara sistem jaminan halal tentang kehalalan 
produk tersebut. 
f. Produsen menjabarkan panduan halal secara teknis dalam bentuk 
prosedur baku pelaksanaan untuk mengawasi setiap proses yang kritis 
agar kehalalan produknya terjamin. 
g. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan 
harus disosialisasikan dan diuji coba di perusahaan. 
                                                             
16 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 
2013), hlm. 115. 
17 Ibid. 
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h. Sistem jaminan halal dan pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi 
menurut suatu sistem audit halal internal (audit internal dilakukan oleh 
internal halal yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan). 
i. Koordinasi pelaksanaan sistem jaminan halal dilakukan oleh tim 
auditor halal internal yang mewakili seluruh bagian yang terkait 
dengan produksi halal yang ditetapkan oleh perusahaan. 
Untuk mendukung proses sertifikasi halal, LP POM MUI 
menetapkan persyaratan sebagai rangkaian dari proses sertifikasi halal. 
Sebelum melakukan audit terhadap perusahaan yang mendaftarkan 
sertifikasi halal ke LP POM MUI, syarat tersebut adalah Sistem Jaminan 
Halal (SJH). Perusahaan bebas untuk memilih metode dan pendekatan 
yang diperlukan dalam menetapkan SJH, sepanjang dapat memenuhi 11 
kriteria SJH sebagai berikut, yaitu :18 
a. Kebijakan Halal : Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan 
Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku 
kepentingan perusahaan. 
b. Tim Manajemen Halal : Manajemen Puncak harus menetapkan 
Kebijakan Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang 
telibat dalam aktivitas kritis dan memiliki tugas, tanggung jawab dan 
wewenang yang jelas. 
c. Pelatihan dan Edukasi. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis 
pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus dilaksanakan minimal setahun 
                                                             
18 Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal, 
(Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 350. 
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sekali atau lebih sering jika diperlukan dan harus mencakup kriteria 
kelulusan untuk menjamin kompetensi personel.  
d. Bahan. Bahan tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, khamar 
(minuman beralkohol), turunan khamar yang diperoleh hanya dengan 
pemisahan secara fisik, darah, bangkai, dan bagian tubuh manusia. 
e. Produk. Merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang 
mengarah pada sesuatu yang diharamkan, produk retail dengan sama 
yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk 
sertifikasi. 
f. Fasilitas Produksi. Lini produksi dan peralatan pembantu tidak boleh 
digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan 
produk yang mengandung babi atau turunannya. 
g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis. Perusahaan harus mempunyai 
prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis (seleksi bahan 
baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, produksi, dan lain-
lain), disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan yang menjamin 
semua bahan, produk, dan fasilitas produksi yang digunakan 
memenuhi kriteria. 
h. Kemampuan telusur. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis 
untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal 
dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang 
memenuhi kriteria fasilitas produksi. 
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i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria. Perusahaan harus 
mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur 
dubuat dari bahan dan pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria. 
j. Audit Internal. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit 
internal pelaksanaan SJH yang dilakukan secara terjadwal setidaknya 
enam bulan sekali. Hasil audit internal disampaika ke pihak yang 
bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit dan pihak LP 
POM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 
k. Kaji Ulang Manajemen. Manajemen puncak harus melakukan 
kajianterhadap efektivitas pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun 
atau lebih sering jika diperlukan. Hasil evaluasi harus disampaikan 
kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas.   
Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 
29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara 
tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).19 
2. Dasar Hukum Penetapan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan 
Dasar hukum penetapan MUI sebagai pihak yang menerbitkan 
sertifikasi halal pada produk makanan : 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 
Pangan 
                                                             
19 Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan 
dan Kepastian ukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” Jurnal Hukum, (Jakarta) Vol. 7 Nomor 2, hlm. 
166. 
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Pada PP Label dan Iklan Pangan, pengaturan pencantuman 
keterangan tentang halal pada label pangan diatur dalam pasal tersendiri 
yaitu Pasal 10 dan Pasal 11.Pasal 10 PP Label dan Iklan Pangan 
menyatakan bahwa:20 
(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang 
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan 
menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, 
bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib 
mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. 
Pencantuman keterangan halal atau tulisan “halal” pada label 
pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi 
dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia 
menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam.  
Pasal 11 PP Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa:21 
(1) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi 
atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah 
Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih 
dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah 
terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
                                                             
20 May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia, 
(Jakarta) Vol. 14 Nomor 01, Maret 2017, hlm. 103. 
21 Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” 
Jurnal Dinamika Hukum, (Palembang) Vol. 14 Nomor 2, Mei 2014, hlm. 236. 
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(2) Pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri 
Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga 
keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. 
Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya 
dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan 
bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula 
dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Untuk mendukung 
kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau 
memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk 
diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut 
pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.22 
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Pasal 4 Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan 
juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan 
dari hukum,yaitu: 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa; 
                                                             
22 May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia, 
(Jakarta) Vol. 14 Nomor 01, Maret 2017, hlm. 103. 
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2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
Hak-hak konsumen sebagaimana tersebut di atas secara ringkas 
dapat dijelaskan sebagaiberikut. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak 
mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi 
keselamatan. Berdasarkan hal itu, konsumen harus dilindungi dari 
segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya 
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karena memakai atau mengonsumsi produk misalnya makanan. Dengan 
demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, 
maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.23 
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 
Pangan) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan 
kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam 
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya 
manusia yang berkualitas.24 
Setiap orang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah 
Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib 
mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. 
Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar 
masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh 
informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang 
dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, 
                                                             
23 Sheilla Chairunnisyah, “Peran MUI Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk 
Makanan Dan Kosmetika,” Jurnal EduTech, Vol. 3 Nomor 2, September 2017, hlm. 70. 
24 May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia, 
(Jakarta) Vol. 14 Nomor 01, Maret 2017, hlm. 101. 
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maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan 
membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut.25 
d. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal 
Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah sebagai aspek 
jaminan kehalalan suatu produk yang komprehensif mencakup dalam 
kebijakan-kebijakan tidak sekadar hanya kepastian kehalalan pangan 
dari bentuk makanan jadi saja. Lebih dari itu dilihat dari proses 
pembuatan dan bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, 
proses produk, pengemasan, dan pemasaran atau distribusi produk juga 
perlu diperiksa dan diteliti untuk kemungkinan terdapat kontaminasi 
dengan bahan-bahan yang mengandung haram. Ada beberapa pasal 
dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait dengan bahan-
bahan haram.26 
3. Tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal  
Pengajuan permohonan halal sebagai berikut :27 
a. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara 
tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 
b. Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: 
1) Data pelaku usaha 
2) Nama dan jenis produk 
                                                             
25 Sheilla Chairunnisyah, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat 
Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika,” Jurnal EduTech, (Bandung) Vol. 3 Nomor 2, 
September 2017, hlm. 69. 
26 Ibid., hlm. 71. 
27 Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia, (Depok: PT Rajagrafindo 
Persada, 2018), hlm. 53. 
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3) Daftar produk dan bahan yang digunakan 
4) Proses pengolahan produk. 
4. Proses dan tata cara pemeriksaan produk  
Proses dan tata cara pemeriksaan dan pengauditan produk makanan 
halal guna mendapatkan sertifikasi halal dimulai dari penyampaian surat 
LPPOM MUI kepada perusahaan yang akan diperiksa, tentang jadwal 
audit/pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya. Pada waktu yang 
telah ditentukan oleh tim auditor yang dilengkapi dengan surat tugas 
identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan ke lokasi perusahaan. Selama 
pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya utuk memberikan 
informasi yang jujur dan terbuka.28 
Pemeriksaan produk halal mencakup; manajemen produsen dalam 
menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal), Pemeriksaan 
dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal usul bahan, 
komposisi pembuatannya dan sertifikasi halal pendukungnya, dokumen 
pengadaan dan penyimpanan bahan, formulasi produk, serta dokumen 
pelaksanaan halal secara keseluruhan. Pegambilan contoh hanya untuk 
bahan yang dicurigai mengandung pangan haram.29 
5. Penetapan kehalalan produk 
Ketentuan penetapan kehalalan produk sebagai berikut :30 
a. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI. 
                                                             
28 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 
2013), hlm. 118. 
29 Ibid.,hlm. 119. 
30 Mardani, Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia, (Depok: PT Rajagrafindo 
Persada, 2018), hlm. 54. 
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b. Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. 
c. Sidang Fatwa Halal MUI, mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/ 
lembaga, dan/atau instansi terkait. 
d. Sidang Fatwa Halal, memutuskan kehalalan produk paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak MUI meneria hasil pemeriksaan dan/atau 
pengujian produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH). 
e. Keputusan penetapan Halal Produk, ditandatangani oleh MUI. 
f. Keputusan penetapan Halal Produk, disampaikan kepada Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menjadi dasar 
penerbitan Sertifikasi Halal. 
6. Penerbitan sertifikasi halal 
Ketentuan penerbitan sertifikat halal sebagai berikut :31 
a. Dalam hal Sidang Fatwa Halal, menetapkan halal pada produk yang 
dimohonkan Pelaku Usaha, Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal (BPJPH) menerbitkan Sertifikat Halal. 
b. Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (2) menyatakan produk tidak halal, Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH) mengembalikan permohonan Sertifikat Halal 
kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan. 
                                                             
31Ibid. 
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c. Sertifikat Halal, diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH) paling lama tujuh hari kerja terhitung sejak 
keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. 
d. Penerbitan Sertifikat Halal, wajib dipublikasikan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 
Sertifikat Halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI. Penerbitan 
Sertifikat Halal wajib dipublikasikan oleh BPJPH. BPJPH menetapkan 
bentuk Label Halal yang berlaku nasional. Pelaku Usaha yang telah 
memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada 
kemasan Produk pada bagian tertentu dari Produk dan/atau tempat tertentu 
pada Produk. Pencantuman Label Halal harus mudah dilihat dan dibaca 
serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pelaku Usaha yang 
mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi 
administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis atau pencabutan 
Sertifikat Halal.32 
Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh 
BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi. Pelaku usaha wajib 
memperpanjang sertifikat halal paling lama 3 bulan sebelum masa berlaku 
sertifikat halal berakhir. Biaya sertifikat halal ditanggung oleh pelaku 
                                                             
32 Musyfikah Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat,” Jurnal 
Al-Qadau, (Makassar) Vol. 4 Nomor 2, 2017, hlm. 365. 
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usaha, untuk pelaku usaha mikro dan kecil biaya sertifikasi dapat 
difasilitasi oleh pihak lain (Pasal 42).33 
7. Ketentuan yang ditetapkan MUI bagi penerima sertifikat halal 
Aturan yang telah dibuat dan ditetapkan tertuang dalam Kebijakan dan 
Prosedur Sistem Jaminan Halal. Kriteria sistem jaminan halal yaitu :34 
a. Kebijakan halal adalah komitmen tertulis untuk menghasilkan produk 
halal secara konsisten, sesuai dengan proses bisnis perusahaan. 
b. Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang bertanggung-
jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan di 
perusahaan. 
c. Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan 
sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. 
d. Bahan yang  digunakan dalam proses produksi meliputi bahan baku, 
bahan tambahan dan bahan penolong. 
e. Produk pada industri pengolahan adalah produk yang didaftarkan untuk 
sertifikat halal. 
f. Fasilitas produksi, semua lini produksi peralatan pembantu yang 
digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri atau 
menyewa dari pihak lain mencakup bangunan, ruangan, mesin, 
peralatan pembantu, sejak penyiapan bahan, proses utama, hingga 
penyimpanan produk harus digunakan untuk produk yang halal. 
                                                             
33 Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan 
dan Kepastian ukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” Jurnal Hukum, (Jakarta) Vol. 7 Nomor 2, hlm. 
167. 
34 Modul Pelatihan Sistem Jaminan Halal Majelis Ulama Indonesia. 
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g. Prosedur tertulis untuk aktivitas, prosedur tertulis adalah tata cara 
pelaksanaan suatu aktivitas yang dilakukan dapat berupa prosedur/SOP 
(Standar Operating Procedure), instruksi kerja, spesifikasi, standar, 
jadwal.  
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BAB III 
PEMBERIAN LABEL HALAL PADA KEMASAN ROTI EROU 
TANPA SERTIFIKASI HALAL 
 
A. Sejarah Berdirinya Roti Erou 
Roti Erou adalah sebuah industri rumah tangga atau home industri yang 
berada di desa Pule, Kecamatan Jatipurno berjarak 36 km ke arah timur dari 
pusat Kabupaten Wonogiri. Industri ini sudah berdiri selama 9 tahun, yaitu 
sejak tahun 2011 yang didirikan oleh Kadi dan Kijeh.1 
Kadi dan istrinya (Kijeh) adalah seorang petani, tetapi ia kemudian 
sepakat membeli peralatan produksi roti yang dijual oleh saudaranya sendiri. 
Cara memproduksi roti, bahan-bahan yang digunakan dan resep roti diperoleh 
dari saudaranya. Sebelum membuka industri roti Kadi dan Kijeh diberikan 
pelatihan cara memproduksi roti telebih dahulu.2 
Pada awalnya roti yang mereka produksi dan mereka jual kurang 
mendapat respon positif dari para konsumen. Menurut Kadi hal ini karena roti 
yang dijual masih produk baru dan belum dikenal di pasaran. Namun mereka 
tetap meneruskan usaha yang dirintis meskipun roti yang mereka produksi 
belum dikenal oleh para pembeli dan belum memiliki pelanggan tetap.3 
Sejarah pemberian nama Erou menurut Kadi nama tersebut diberikan 
oleh saudara yang menjual peralatan produksi roti kepadanya, yang 
                                                             
1 Kijeh, Pelaku Usaha, Wawancara Pribadi, 10 Agustus 2019. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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sebelumnya nama itu juga digunakan oleh saudaranya. Pemberian nama Erou 
untuk mempermudah konsumen mengenali roti yang dibuatnya. Nama Roti 
Erou yang dicantumkan pada kertas yang dimasukkan ke dalam kemasan 
palstik mulai mendapat respon positif dan mulai dikenali masyarakat. Hal itu 
bisa telihat dari mulai meningkatnya permintaan produk roti.4 
Keuntungan dari penjualan roti tersebut digunakan untuk 
mengembangkan varian roti yang diproduksinya. Mereka juga mulai 
memperkerjakan karyawan untuk membantu produksi roti yang awalnya 
hanya dikerjakan oleh Kadi, Kijeh dan kedua anaknya yaitu Agung dan Nisa.5 
Akhir tahun 2012 pabrik ini bermasalah dengan Dinas Kesehatan karena 
produksi roti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Dinas Kesehatan. 
Penggunaan bahan-bahan baku yang dianggap kurang bermutu dan kebersihan 
saat pembuatan roti membuat perusahaan roti Erou ini mendapat teguran dari 
Dinas Kesehatan. Teguran dari Dinas Kesehatan membuat Kadi mendaftarkan 
usahanya supaya memiliki izin usaha. Dengan serangkaian syarat yang telah 
ditentukan sebagai persyaratan izin usaha maka Kadi akhirnya mendaftarkan 
industrinya hingga akhirnya Dinas Kesehatan mengeluarkan izin Usaha IRT 
atau P-IRT.6 
Perusahaan Roti Erou selain memproduksi roti goreng juga memproduksi 
kue kering yang hanya diproduksi dan dipasarkan pada saat bulan Ramadhan 
saja. Roti Erou memiliki macam-maca rasa roti seperti kacang hijau dan 
pisang, untuk macam-macam kue kering seperti, kue kacang, nastar dan lidah 
                                                             
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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kucing. Perusahaan roti ini juga menerima pesanan roti dalam jumlah yang 
besar.7 
Perusahaan Roti Erou menjual roti seharga Rp. 700,- untuk roti yang 
berukuran kecil dan Rp. 1700,- untuk roti yang berukuran sedang per satu roti 
yang dijual kepada warung-warung yang sudah menjadi langganannya. 
Warung-warung yang sudah menjadi langganan biasanya menjual kepada 
konsumen seharga Rp. 1000,- untuk roti yang kecil dan Rp. 2000,- untuk roti 
yang berukuran sedang.8 
 
B. Struktur Pengurus pada Perusahaan Roti Erou 
Struktur pengurus pada suatu perusahaan merupakan hal yang penting 
dan merupakan fungsi dari manajemen perusahaan itu sendiri. Adanya struktur 
perusahaan menjadi tempat untuk berkomunikasi antara satu pekerja dengan 
pekerja lainnya demi tercapainya tujuan perusahaan. 
Setiap perusahaan memiliki struktur pengurus yang berbeda-beda, karena 
struktur pengurus dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan itu sendiri. 
Dengan adanya struktur pengurus dapat diperoleh gambaran mengenai bagian-
bagian setiap pekerja sehingga aktivitas perusahaan dapat dilakukan dengan 
baik dan benar. 
 
 
                                                             
7Ibid. 
8Ibid. 
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Adapun struktur pengurus Perusahaan Roti Erou adalah sebagai berikut:9 
 
 
C. Sistem Pemasaran Roti Erou 
Sistem pemasaran produk Roti Erou dilakukan dengan 2 macam yaitu : 
1. Dititipkan ke warung–warung atau toko-toko 
Produsen datang ke warung-warung atau toko-toko langganannya untuk 
menitipkan roti dagangannya.10 
2. Dijual secara langsung kepada kosumen 
Konsumen biasanya langsung datang ke pabrik untuk membeli roti. Untuk 
roti pesanan dalam jumlah yang banyak biasanya konsumen juga datang 
sendiri untuk megambil pesanannya.11 
 
 
 
                                                             
9 Nisa, Ketua Bagian Produksi sekaligus anak pendiri Roti Erou, Wawancara Pribadi, 10 
Agustus 2019. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
Pemilik dan pengawas Perusahaan
Kadi
Staff PengemasanStaff Produksi
Ketua Bagian Produksi
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D. Faktor yang Melatarbelakangi Pemberian Label Halal Tanpa Sertifikasi 
Halal MUI  
Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha terdiri dari roti goreng yang 
memiliki 2 varian rasa yaitu kacang hijau dan pisang. Selain memproduksi roti 
goreng, pelaku usaha juga memproduksi kue kering yang dijual hanya saat 
Ramadhan. Perusahaan roti ini juga menerima pesanan roti dalam jumlah 
banyak sesuai pesanan konsumen dan jenis roti juga bisa sesuai pesanan 
konsumen selama pihak perusahaan bisa membuat roti yang dipesan.12 
Pengamatan peneliti di tempat usaha terlihat bahwa tempat produksi ini 
memiliki 2 ruangan, ruangan pertama yaitu bagian pembuatan adonan yang 
menjadi satu dengan dapur milik pelaku usaha, sedangkan ruangan kedua 
untuk penggorengan berada di sebelah dapur.  Pengemasan roti yang sudah 
jadi berada di ruang tengah milik pelaku usaha.13 
Menurut observasi peneliti di tempat pelaku usaha, peneliti tidak 
menemukan adanya masalah jika melihat dari bentuk dan warna roti yang 
diproduksi. Warna roti terlihat alami tanpa pewarna, karena memang roti yang 
diproduksi merupakan roti goreng. Jika dilihat dari bentuk kemasan terdapat 
label halal yang dicantumkan pada kemasan roti.14 
Berdasarkan keterangan Bapak Kadi selaku pelaku usaha bahwa memang 
benar ia mencantumkan label halal tanpa sertifikasi MUI, tetapi sudah 
memiliki P-IRT. Label halal yang dicantumkan memang seperti label halal 
                                                             
12 Observasi, di Perusahaan Roti Erou desa Pule, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten 
Wonogiri,  10 Agustus 2019. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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yang dikeluarkan oleh MUI, tetapi tidak ada Nomor Sertifikat Halal MUI yang 
seharusnya dicantumkan dibawah logo Halal MUI. Label halal dimasukkan ke 
dalam kemasan roti dalam bentuk kertas fotocopyan hitam putih.  Bapak Kadi 
mencantumkan label halal sejak tahun 2018.15 
Pencantuman label halal yang dilakukan pemilik usaha hanya untuk 
meyakinkan masyarakat bahwa produk yang dijual memang benar-benar halal 
dan memberikan rasa aman bagi umat Islam yang akan mengkonsumsinya. 
Selama ini belum ada masyarakat yang mempermasalahkan mengenai label 
halal yang ada di dalam kemasan rotinya dan belum ada keluhan juga 
mengenai roti yang diproduksinya.16 
Masalah sertifikasi pelaku usaha telah mencoba mendaftarkan sertifikasi 
halal produk roti yang diproduksinya pada awal tahun 2018. Sebelum 
mendaftarkan sertifikasi halal Bapak Kadi mengikuti pelatihan eksternal ke 
MUI. Selesai mengikuti pelatihan eksternal kemudian melakukan pendaftaran 
dengan membayar uang Rp. 100.000 kepada bendahara LP POM MUI. 
Apabila pembayaran sudah selesai dilakukan maka akan mendapatkan user 
name dan passwordnya.17 
Dalam melakukan proses pendaftaran sertifikasi halal pelaku usaha 
mengisi dan mengupload dokumen halal sesuai dengan ketentuan dan 
diberikan waktu selama 6 bulan. Waktu yang diberikan selama 6 bulan 
tersebut ternyata tidak cukup bagi perusahaan roti Erou untuk melengkapi 
dokumen yang sudah ditentukan, mengakibatkan harus mengulang dari awal 
                                                             
15 Ibid. 
16 Kadi, Pelaku Usaha, Wawancara Pribadi, 11 Agustus 2019. 
17 Ibid. 
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lagi.18 Dokumen yang harus dilengkapi ada 11 kriteria, yaitu kebijakan halal, 
tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi, 
prosedur tertulis aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yag 
tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen. 
Banyaknya ketentuan yang belum sesuai dan memerlukan waktu yang 
cukup lama menyebabkan pelaku usaha belum mengurus pendaftaran 
sertifikasi halal lagi. Daripada uangnya digunakan untuk mengurus sertifikasi 
halal lagi, pelaku usaha lebih memilih uangnya digunakan untuk menambah 
modal usaha. Selain itu masyarakat juga sebagian besarbelum memahami 
label halal yang digunakan pada kemasan roti memang benar dikeluarkan oleh 
lembaga berwenang atau bukan, karena itu rotinya laku di pasaran bahkan 
juga mendapat pesanan jika ada acara-acara di sekitar tempat produksi tanpa 
ada pertanyaan dari masyarakat apakah label halal tersebut benar-benar 
dikeluarkan oleh lembaga berwenang atau bukan.19 
 
E. Respon MUI Terhadap Pemberian Label Halal Tanpa Sertifikasi Halal 
MUI  
Respon yang diberikan MUI terhadap pemberian label halal yaitu dengan 
adanya sertifikasi halal memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen 
yang mayoritas muslim. Dengan adanya label halal sudah pasti ada jaminan 
halal terhadap makanan tersebut.20 
                                                             
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ali Yatiman, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Wonogiri, Wawancara Pribadi, 22 
September 2019. 
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Perbedaan label halal yang asli dikeluarkan oleh MUI dengan label halal 
tanpa sertifikasi halal terletak pada nomor seri yang berada di bawah logo 
Majelis Ulama Indonesia dan nomor seri tersebut wajib ada di setiap produk 
makanan yang sudah bersertifikasi halal.21 
Pendapat MUI terhadap produsen yang mencantumkan label halal tanpa 
sertifikasi halal, sebaiknya produsen harus sesuai aturan yang telah dibuat oleh 
MUI. Tanpa adanya label halal banyak konsumen yang mempertanyakan 
kehalalan suatu produk. Perusahaann merasa kesulitan untuk meyakinkan 
konsumen dalam aspek ini. Bagi perusahaan sertifikasi halal dapat menjaga 
kualitas, komitmen, dan kepercayaan konsumen yang mayoritas beragama 
Islam.22 
Konsumen disarankan untuk memilah dan memilih produk yang akan 
dikonsumsinya. Sebagai konsumen khususnya umat muslim jika terjadi 
kesalahan dalam memilih produk yang akan dikonsumsi dapat berujung 
kerugian secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, konsumen perlu 
memahami dan meneliti komposisi yang tertera disuatu produk makanan.23 
Sanksi terhadap produsen yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi 
halal MUI terdapat beberapa sanksi diantaranya :24 
1. Diberikan peringatan secara tertulis. 
2. Larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan perintah untuk 
menarik produk pangan dari peredaran. 
                                                             
21Ibid. 
22Ibid. 
23Ibid. 
24Ibid. 
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3. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa 
manusia. 
4. Penghentian produksi untuk sementara waktu. 
5. Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000 
6. Pencabutan izin produksi atau izin usaha. 
Berdasarkan uraian diatas respon yang diberikan MUI terhadap pemberian 
label halal tanpa sertifikasi halal dirasa sangat merugikan bagi pihak 
konsumen maupun pihak produsen yang benar-benar mencantumkan label 
halal dengan sertifikasi halal MUI. Pemberian label halal seharusnya sesuai 
proses dan aturan yang sudah ada, sehingga makanan yang diberi label halal 
benar-benar terjamin kehalalannya. 
48 
 
 
57 
 
BAB IV 
ANALISIS PEMBERIAN LABEL HALAL PADA KEMASAN  
ROTI EROU TANPA SERTIFIKASI HALAL 
 
Hubungan interaksi antara sesama manusia tidak terbatas dan terus 
berkembang. Setiap masa dan daerah memiliki bentuk dan model interaksi yang 
berbeda dengan bentuk interaksi pada masa dan daerah lainnya.1 
Sertifikasi Halal adalah fatwa yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia 
untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuaisyariat Islam. Sertifikat Halal ini 
merupakan syarat untuk mendapatkanijin pencantuman label halal pada kemasan 
produk dari instansipemerintah yang berwenang. Dengan demikian, untuk 
mengetahui Pemberian Label Halal Pada Produk Roti Kemasan Tanpa Sertifikasi 
Halal yang dilakukan di Pule, Jatipurno, Kabupaten Wonogiri maka akan dianalisi 
sebagai berikut : 
A. Analisis Faktor yang Melatar Belakangi Pemberian Label Halal Tanpa 
Sertifikasi Halal MUI  
1. Kurangnya pemahaman mengenai tata cara mendaftarkan sertifikasi halal 
Pelaku usaha kurang mengetahui tata cara untuk mendapatkan 
sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Mengenai 
sertifikat halal yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan label halal 
pelaku usaha kurang mengetahuinya dan hanya mengetahui bahwa label 
halal dikeluarkan oleh MUI.  
                                                             
1Muhammad Arifin bin Badri, Panduan Praktis; Fiqh Perniagaan Islam, (Jakarta: 
Darulhaq, 2015), hlm. 49. 
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Pemahaman pelaku usaha yang kurang mengenai tata cara 
mendaftarkan sertifikasi halal menyebabkan pelaku usaha yang sempat 
melakukan pendaftaran sertifikasi halal memutuskan untuk tidak 
melanjutkan lagi. Penyebabnya karena banyaknya syarat-syarat dan 
dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sedangkan waktu yang diberikan 
tidak cukup untuk pelaku usaha melengkapi syarat-syarat dan dokumen-
dokumen tersebut.  
Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 
29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara 
tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 
Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku 
usaha, nama, jenis produk, daftar produk, bahan yang digunakan dan 
proses pengolahan produk.2 
2. Pelaku usaha beranggapan bahwa produk yang dihasilkannya merupakan 
produk halal 
Pelaku usaha meyakini bahwa produk yang dihasilkan dan beredar 
dimasyarakat tersebut merupakan produk yang dijamin halal karena 
menggunakan bahan baku yang memang bahan tersebut halal dan tidak 
mengandung babi. Bagaimana mungkin suatu produk dapat dikatakan 
halal hanya dengan mengetahui bahwa bahan yang digunakan tidak 
mengandung babi.  
                                                             
2Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan 
dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” Jurnal Hukum, (Jakarta) Vol. 7 Nomor 2, 
hlm. 166 
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Pengolahan produk dilakukan dengan mengutamakan kehalalan 
produk. Selain itu pelaku usaha juga memastikan bahwa sampai produk 
yang dihasilkan beredar dimasyarakat, dijaga kesuciannya. Dengan 
melakukan produksi seperti itu pelaku usaha beranggapan dan meyakini 
bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk halal. 
Adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 sebagai aspek jaminan 
kehalalan suatu produk, pengaturannya pun menjangkau kehalalan produk 
dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat 
menjadi PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin 
kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, 
pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.3 
Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, 
dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam 
mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah 
bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Jaminan 
produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi. 
3. Pelaku usaha terkendala oleh biaya 
Faktor biaya juga menjadi alasan pelaku usaha mencantukan label 
halal tanpa sertifikasi halal MUI. Melihat fakta dilapangan bahwa usaha 
yang dilakukan masih tergolong usaha kecil dengan pendapatan yang tidak 
besar. Pelaku usaha lebih memilih uang hasil usaha dipakai untuk 
                                                             
3May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia, 
(Jakarta) Vol. 14 Nomor 01, Maret 2017, hlm. 105. 
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menambah modal produksi daripada harus mengurus sertifikasi halal yang 
dianggap memakan banyak biaya.  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tidak menjelaskan tentang 
perusahaan yang seperti apa yang dapat melakukan sertifikasi halal dan 
berapa biaya untuk melakukan sertifikasi halal, tetapi dalam Undang-
Undang nomor 33 Tahun 2014 hanya menjelaskan bahwa setiap produk 
yang masuk dan beredar di masyarakat harus memiliki sertifikasi halal 
produk. Hal ini membuat pelaku usaha merasa bahwa sertifikasi halal 
memakan banyak biaya. 
 
B. Sanksi Terhadap Pemberian Label Halal Yang Dilakukan Secara Ilegal 
Pelaku usaha yang melakukan pemalsuan atau pelanggaran akan dikenai 
sanksi sebagai akibat hukum dari pelanggaran yang telah dilanggar. 
Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pelaku usaha ini penting. Untuk itu 
sanksi merupakan hal penting mengingat adanya pelaku usaha yang 
melanggar peraturan mengenai label halal pada produk makanan / pangan. 
Terkait dengan pelanggaran pada label produk pangan yang dilakukan 
pelaku usaha, terdapat sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Pelindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU 
JPH), dan PP NO. 69 Tahun 1999. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi 
perdata, pidana maupun administratif. 
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Kaitannya dengan pelabelan produk pangan, Pasal 61 PP No. 69 Tahun 
1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa :4 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif. 
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a. Peringatan secara tertulis 
b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau 
perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran 
c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa 
manusia 
d. Penghentian produksi untuk sementara waktu 
e. Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah), dan atau 
f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha. 
Dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), 
Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa : a) peringatan tertulis; b) denda 
administratif; atau c) pencabutan Sertifikasi Halal.5 
Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), 
                                                             
4 Irena Revin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan 
Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor,” Diponegoro Law Journal, (Semarang) Vol. 6 
Nomor 2, 2017, hlm. 9. 
5 Desi Indah Sari, “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut 
Undang-Undang,” Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, (Palembang) Vol. 7 Nomor 1, Mei 2018, 
hlm. 11. 
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dikenai sanksi administratif berupa : a) teguran lisan; b) peringatan tertulis; 
atau c) denda administratif.6 
Pada Undang-Undang Pelindungan Konsumen (UUPK) terdapat 2 sanksi 
yang diancam kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK, dalam Pasal 60 
UUPK yaitu sanksi administrasi dan Pasal 61 UUPK yaitu sanksi pidana 
pokok. 
1. Sanksi Administrasi 
Perbuatan yang diancam saksi administartif antara lain adalah 
pelanggaran kewajiban pemberian ganti rugi kepada konsumen, 
pelanggaran tanggung jawab atas iklan yang menimbulkan kerugian 
konsumen, dan pelanggaran penyediaan garansi baik untuk barang 
maupun jasa. Sanksi administratif ini dapat dijatuhan oleh Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan dapat mencapai jumlah Rp. 
200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 
Pasal ini menegaskan bahwa segala bentuk kerugian yang diderita 
oleh konsumen merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Ganti rugi dapat 
berupa uang atau penggantian barang jika konsumen dirugikan dalam 
bentuk barang. 
2. Sanksi Pidana  
Sanksi yang diberika kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK selain 
sanksi administrasi juga dikenai sanksi pidana atau ancama pidana. 
Berikut ancaman pidana terhadap pelaku usaha : 
                                                             
6 Ibid.  
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a. Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dapat dikenakan 
terhadap pelanggaran-pelanggaran Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 
ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan 
ayat 2, dan Pasal 18. 
b. Ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dapat dikenakan 
terhadap pelanggaran-pelanggaran Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, 
Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f. 
Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku 
usaha yang melanggar Undang-Undang Jaminan Produk halal (UUJPH) yaitu 
sanksi administratif yang berupa teguran lisan, peringatan tertulis dan denda 
administratif. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
(UUPK) terdapat 2 sanksi apabila pelaku usaha melanggar UUPK yaitu sanksi 
administartif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan kepada 
konsumen sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) sebagai ganti rugi 
kepada konsumen, sanksi pidana dapat dipenjara paling lama 5 tahun atau 
denda Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan dipenjara paling lama 2 
tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 
Apabila terjadi pelanggaran atau pemalsuan terhadap label halal yang 
digunakan pada produk pangan, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal (BPJPH) dapat memberikan sanksi administratif selaku penerbit 
sertifikasi halal kepada pelaku usaha berupa peringatan tertulis, denda 
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administartif atau pencabutan Sertifikat Halal. Sedangkan apabila konsumen 
merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran atau pemalsuan terhadap label 
halal, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha. 
Terkait dengan pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa 
sertifikasi halal, alur pemberian sanksi oleh MUI yaitu pelaku usaha akan 
diberikan peringatan secara tertulis, kemudian pelaku usaha dilarang untuk 
mengedarkan sementara waktu dan perintah untuk menarik produk pangan 
dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan 
dan jiwa manusia, jika memang terbukti membahayakan maka produksi akan 
diberhentikan untuk sementara waktu, sanksi juga dapat berupa denda Rp 
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pencabutan izin produksi atau izin 
usaha.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya 
atas permasalahan pelaku usaha mencantumkan label halal pada produk roti 
kemasan tanpa sertifikasi halal yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan 
penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor pelaku usaha tidak 
melakukan sertifikasi halal di sebabkan karena : 
a. Kurangnya pemahaman mengenai tata cara mendaftarkan sertifikasi 
halal. 
b. Pelaku usaha beranggapan bahwa produk yang dihasilkannya 
merupakan produk halal. 
c. Pelaku usaha terkendala oleh biaya. 
2. Pemberian sanksi merupakan bentuk perlindungan hukum kepada 
konsumen terhadap adanya pemalsuan label halal tanpa sertifikasi halal. 
Sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan pemalsuan label halal diatur 
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 60 dan Pasal 61 tentang 
Pelindungan Konsumen, Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal 26 
ayat 2 dan Pasal 27 ayat 1 tentang Jaminan Produk Halal dan PP No. 69 
Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 
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B. Saran 
1. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha 
mengenai pentingnya sertifikasi halal. Dengan dilakukannya sosialisasi 
pelaku usaha dapat mengetahui proses pendaftaran, biaya sertifikasi halal 
dan segala proses sertifikasi halal, sehingga dapat melengkapi dan 
mentaati seluruh aturan dan dokumen yang diperlukan saat pendaftaran.  
2. Masalah label halal palsu seharusnya MUI dan pemerintah lebih 
memperhatikan lagi terhadap produk pangan kemasan yang beredar di 
pasaran. Akan tetapi pelanggaran label halal ini tidak hanya menjadi 
tanggung jawab MUI dan pemerintah, namun juga masyarakat sebagai 
konsumen. 
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Lampiran 1 
Pedoman Wawancara 
 
A. Daftar pertanyaan kepada pemilik Perusahaan Roti 
1. Tahun berapa perusahaan ini berdiri? 
2. Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan roti milik Bapak/Ibu ? 
3. Apa nama produk yang Bapak/Ibu jual ? 
4. Jenis roti apa saja yang Bapak/Ibu produksi ? 
5. Berapa harga roti yang Bapak/Ibu jual ? 
6. Bagaimana sistem pemasaran Roti Erou ? 
7. Apa yang bapak ketahui mengenai makanan halal ? 
8. Sejak kapan Bapak/Ibu mencantumkan label halal ? 
9. Apakah produk Bapak/Ibu sudah bersertifikasi halal ? 
10. Jika belum, mengapa Bapak/Ibu mencantumkan label halal tanpa 
sertifikasi halal MUI ? 
11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang peraturan pencantuman label   
halal ? 
12. Apa Bapak/Ibu mengetahui prosedur pendaftaran label halal ? 
13. Kenapa Bapak tidak melakukan pendaftaran sertifikasi halal lagi ? 
 
B. Daftar pertanyaan kepada MUI Kabupaten Wonogiri 
1. Apa yang menjadi landasan hukum MUI dalam penerapan sertifikasi 
halal? 
2. Berapa biaya untuk memperoleh sertifikat halal? 
3. Seberapa pentingkah label halal MUI pada produk makanan khususnya 
makanan kemasan? 
4. Apakah yang membedakan antara label halal yang asli dikeluarkan oleh 
MUI dengan label halal tanpa sertifikasi halal ?  
5. Bagaimana respons MUI terhadap pemberian label halal pada produk roti 
kemasan tanpa sertifikasi halal MUI ? 
6. Apakah ada sanksi terhadap produsen yang mencantumkan label halal 
tanpa sertifikasi halal MUI ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Foto Wawancara 
 
 
 
 
  
 
 
 
Lampiran 3 
Transkip Wawancara 
 
Transkip Wawancara dengan Pemilik Usaha Roti 
1. Wawancara dengan Ibu Kijeh dan Mbak Nisa 
Peneliti  : Tahun berapa perusahaan ini berdiri? 
Ibu Kijeh  : Pertengahan tahun 2011mbak. 
Peneliti  : Bagaimana sejarah berdirinya perusahaan roti milik 
Bapak/Ibu ? 
Ibu Kijeh   : Dulu kami petani mbak, kemudian ada saudara yang 
menjual peralatan produksi roti dan kami diberitahu cara 
memproduksi roti dari saudara yang menjual peralatan 
tadi. 
Peneliti  : Apa nama produk yang Ibu jual ? 
Ibu Kijeh  : Roti Erou mbak. 
Peneliti  : Jenis roti apa saja yang Ibu produksi ? 
Ibu Kijeh  : Roti goreng dan kue, roti goreng yang saya buat memiliki 
2 varian yaitu pisang dan kacang hijau. Sedangkan kue 
biasanya saya produksi saat bulan ramadhan. 
Peneliti  : Berapa harga roti yang Ibu jual ? 
Ibu Kijeh  : Untuk roti yang kecil kita jual ke warung-warung seharga 
Rp. 700 dan yang besar kita jual seharga Rp. 1700. 
Pemilik warung biasanya menjual kepada konsumen 
seharga Rp. 1000 untuk roti yang kecil dan Rp. 2000 
untuk roti yang berukuran sedang. 
Peneiti  : Bagaimana sistem pemasaran Roti Erou ? 
Mbak Nisa : Biasa ditipkan ke warung-warung, kadang juga ada yang 
langsung datang ke rumah untuk membeli roti.  
 
2. Wawancara dengan Bapak Kadi 
Peneliti  : Apa yang Bapak ketahui mengenai makanan halal ? 
Bapak Kadi : Ya makanan yang tidak dilarang agama, seperti babi dan 
anjing itu kan haram mbak. 
Peneliti  : Sejak kapan Bapak mencantumkan label halal ? 
Bapak Kadi : Sejak tahun 2017, 5 tahun setelah saya mengurus surat Ijin 
Rumah Tangga (P-IRT). 
Peneliti  : Apakah produk Bapak sudah bersertifikasi halal ? 
Bapak Kadi : Belum, tetapi sudah memiliki Ijin Rumah Tangga (P-IRT) 
Peneliti  : Jika belum, mengapa Bapak mencantumkan label halal 
tanpa sertifikasi halal MUI ? 
Bapak Kadi : Mencantumkan label halal hanya untuk lebih meyakinkan 
masyarakat bahwa produk yang saya jual memang benar-
benar halal dan produk saya ini di jamin halal. 
Peneliti  : Apakah Bapak mengetahui tentang peraturan 
pencantuman label halal ? 
Bapak Kadi : Tidak mbak. 
Peneliti  : Apa Bapak mengetahui prosedur pendaftaran label halal ? 
Bapak Kadi : Sedikit mbak, karena dulu pernah mencoba mendaftarkan 
sertifikasi halal awal tahun 2018. Sebelum mendaftarkan 
sertifikasi halal saya mengikuti pelatihan eksternal ke 
MUI. Setelah itu melakukan pembayar terus dapat user 
name dan password. Kemudian diberikan waktu 6 bulan 
untuk mengisi dan mengupload dokumen halal sesuai 
dengan ketentuan, tetapi waktu 6 bulan kurang mbak 
mungkin karena kurangnya persiapan kami. 
Peneliti  : Kenapa Bapak tidak melakukan pendaftaran sertifikasi 
halal lagi ? 
Bapak Kadi : Daripada uangnya digunakan untuk mengurus sertifikasi 
halal lagi, mending uangnya dipakai untuk tambah modal 
produksi mbak. Masyarakat juga tidak pernah tanya ini 
label halal benar dikeluarkan oleh lembaga berwenang 
atau bukan. 
 
Transkip Wawancara dengan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Wonogiri Bapak 
Ali Yatiman 
Peneliti  : Apa yang menjadi landasan hukum MUI dalam penerapan 
sertifikasi halal? 
Bapak Ali  : UU No. 33 Tahun 2014 mbak. 
Peneliti  : Berapa biaya untuk memperoleh sertifikat halal? 
Bapak Ali  : untuk Industri Rumah Tanggar biayanya Rp. 1.000.000, 
untuk Industri Kecil Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.000.000, 
untuk industri besar Rp. 2.000.000 s/d Rp. 3.500.000 
Peneliti  : Seberapa pentingkah label halal MUI pada produk 
makanan khususnya makanan kemasan? 
Bapak Ali  : Sangat penting mbak, kalau ada label halal sudah pasti ada 
jaminan halal karena untuk dapat label halal kan harus 
melalui serangkaian peraturan yang ada. 
Peneliti  : Apakah yang membedakan antara label halal yang asli 
dikeluarkan oleh MUI dengan label halal tanpa sertifikasi 
halal ?  
Bapak Ali  : Yang jelas kalau label halal yang dikeluarkan MUI pasti 
ada nomor serinya dan itu wajib ada. 
Peneliti  : Bagaimana respons MUI terhadap pemberian label halal 
pada produk roti kemasan tanpa sertifikasi halal MUI ? 
Bapak Ali  : Seharusnya produsen harus sesuai dengan aturan yang 
ada, sehingga ada pemjaminan bukan asal memberikan 
label halal tanpa sertifikasi halal. 
Peneliti  : Apakah ada sanksi terhadap produsen yang mencantum- 
kan label halal tanpa sertifikasi halal MUI ? 
Bapak Ali  : Untuk sanksi bagi pelaku yang mecantukan label halal 
tanpa sertifikasi halal MUI yaitu hukuman ta’zir atau 
hukuman yang tidak ditentukan dalam Al-Qur’an dan 
Hadits. Sanksi yang diberikan oleh MUI yaitu awalnya 
diberi peringatan secara tertulis, kemudian produk 
dilarang untuk diedarkan, kalau produk dirasa 
membahayakan maka produk tersebut bisa dimusnahkan. 
Produksi juga akan dihentikan sementara waktu, diberian 
denda paling tinggi Rp. 50.000.000 dan pencabutan izin 
usaha.  
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